RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KOTA CIMAHI TAHUN 2020

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,
maka tersusunnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kota Cimahi Tahun
2020. RLPPD ini disusun untuk memenuhi amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan RLPPD disampaikan oleh kepala
daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.

. DATA GEOGRAFI

Luas wilayah administrasi Kota Cimahi adalah 40,2 Km2 . Adapun batas-batas wilayah administrasi
Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

e Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong; Cisarua dan Ngamprah - Kabupaten Bandung
Barat.

o Sebelah Timur . Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir — Kota Bandung.

e Sebelah Selatan :  Kecamatan Margaasih — Kabupaten Bandung dan Kecamatan Bandung

Kulon - Kota bandung.
e Sebelah Barat . Kecamatan Padalarang dan Batujajar — Kabupaten Bandung Barat



ll. DATA DEMOGRAFI

Penduduk Kota Cimahi pada akhir Tahun 2020 penduduk Kota Cimahi berjumlah 557.911 jiwa.
Adapun jumlah perempuan sebanyak 277.157 jiwa atau sekitar 49,68%, sedangkan penduduk pria
sebanyak 280.754 jiwa atau sekitar 50.32%, dengan sex ratio sebesar 101.30 yang berarti setiap 100
perempuan berbanding dengan 102 laki-laki. :

lil.  CAPAIAN KINERJA MAKRO

R 2 : ; .

| Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 78,11 77,83 -0,36
~ Angka Kemiskinan (%) 4,39 511 16,40
- Angka Pengangguran (%) 8,08 133 64,60

~ 4 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,84 2,26 133,04
. 5 Pendapatan Per Kapita (ribu rupiah) 12,448 12,025 -3,40
. 6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (poin) 0,363 0,380 4,68

Sumber: diolah dari Bappeda Kota Cimahi (2021)

V. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR
Capaian kinerja urusan pelayanan dasar Kota Cimahi tahun 2020 tergambar pada tabel berikut ini:

1. PENDIDIKAN

Fendidken 2. | 93,25%
Masar Pendidikan Dasar (SD) | o
Pendidikan Dasar (SMP) 83,26%
Pendidikan  Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18
Kesetaraan  tahun yang belum menyelesaiakan 100 42,40%
pendidikan dasar dan atau menengah
yang perpartisipasi dalam pendidikan
kesataraan
Pendidikan Anak Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun
Usia Dini Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan 100 67,64%

PAUD



2. KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan
Ibu Bersalin

Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir
Pelayanan Kesehatan
Balita

Pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan
dasar

Pelayanan Kesehatan
pada usia produktif;

Pelayanan kesehatan
pada usia lanjut;

Pelayanan kesehatan
penderita hipertensi

Pelayanan kesehatan
penderita diabetes
mellitus

Pelayanan Kesehatan
orang dengan gangguan
jiwa berat

Pelayanan kesehatan
orang terduga

tuberkulosis

Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan
tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus)

Jumiah Ibu Hamil yang mendapatkan

layanan kesehatan
Jumiah Ibu Bersalin yang
mendapatkan layanan kesehatan

Jumlah Bayi Baru Lahir yang
mendapatkan layanan kesehatan
Jumiah Balita yang mendapatkan
layanan kesehatan

Jumlah Warga Negara Usia
pendidikan dasar yang
mendapatakan layanan kesehatan
Jumiah Warga Negara Usia produkif
yang mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah Warga negara usia lanjut
yang mendapatkan layanan
kesehatan

Jumlah Warga Negara penderita
Hipertensi yang mendapatkan
layanan kesehatan

Jumlah Warga Negara penderita
diabetes mellitus yang mendapatkan
layanan kesehatan

Jumlah Warga Negara dengan
gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan

Jumlah Warga Negara terduga

tuberculosis yang mendapatkan

layanan kesehatan

Jumlah Warga Negara dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) yang
mendapatkan layanan kesehatan

100

100

100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

88,19
94,21

91,67
60,24

87,59

69,44

63,92

37,82

100,81

1191

48,55

79,45



3. PEKERJAAN UMUM

Penyedian Kebutuhan
pokok air minum sehari-
hari

Penyedian Pelayanan
Pengolahan air limbah
Domestik

4. PERUMAHAN RAKYAT

Jumiah Warga Negara yang
memperoleh kebutuhan pokok air
minum sehari-hari

Jumiah Warga Negara yang
memperoleh layanan pengolahan
air limbah dosmetik

100

69,34%

75,86%

bencana Kab/Kota

Fasilitasi penyedian rumah
yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena

Penyedian & rehabilitasi rumah  Jumlah Warga Negara
yang layak huni bagi korban berkorban bencana yang

memparoleh rumah layak huni

Jumlah Warga Negara yang
terkena relokasi akibat program
Pemerintah Daerah Kabupaten/

relokasi program Pemerintah  Lota yang memperoleh fasilitasi

Daerah Kabupaten/ Kota

5. TRANTIBUMLINMAS

penyedian rumah layak huni

100

100

100%

97,13%

Pelayanan ketentraman
dan ketertiban Umum

Pelayanan informasi
rawan bencana

Pelayanan pencegahan

dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

Pelayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh
layanan akibat dari penegakan hukum
Perda dan perkada

Jumiah Warga Negara yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana

Jumlah Warga negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

Jumiah Warga Negara yang memperoleh
layanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

100

100

100

100

100

13,04

70,00

100



Pelayanan Jumlah Warga Negara yang memperoleh

penyelamatan dan layanan penyelamatan dan evakuasi 100 9024
evakuasi korban korban kebakaran s
kebakaran :

Rehabilitasi sosial dasar Jumlah Warga Negara
penyandang disabilitas terlantar penyandang disabilitas yang 100 100
di luar panti memperoleh rehabilitas sosial

diluar panti

Rehabilitasi sosial dasar anak ~ Jumlah anak terlantar yang
I terlantar di luar panti memperoleh rehabilitasi sosial 100 100
diluar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut  Jumlah Warga Negara lanjut _ 3
l usia terlantar diluar panti usia terlantar yang memperoleh 100 100
rehabilitasi sosial diluar panti
Rehabilitasi sosial dasartuna ~ Jumlah Warga Negara/
sosial khususnya gelandangan  gelandangan dan pengemis 100 100
dan pengemis di luar panti yang memperoleh rehabilitasi
sosial dasar tuna sosial diluar
panti
Perlindungan dan jaminan Jumlah Warga Negara korban \
sosial pada saat tanggap % bencana Kab/Kota yang 100 100
paska bencana bagi korban memperoleh perlindungan dan
bencana Kab/Kota jaminan sosial

HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 oleh Pemerintah Pusat, Kota Cimahi
berada pada Peringkat ke-3 Tingkat Nasional dengan skor 3,4699 dan status kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020, Kota Cimahi
mendapatkan opinii Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



V. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluran Anggaran Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran
2020 tergambar pada tabel di bawah ini:

URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Pendapatan Daerah  Rp. 1.462.841.536.679,92 Rp. 1.457.996.459.899,91 99,67%
Belanja Daerah Rp. 1.576.350.590.820,19 Rp. 1.282.087.287.502,11 81,33%

Sumber: diolah dari BPKAD Kota Cimahi (2021)

Vil.  INOVASI DAERAH

PERANGAKAT DAERAH
m NAMA INOVASI PELAKSANA

Seni Pertunjukan Cireundeu Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Agro-forestry Bukit Padakasih Cibeber Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Pengolahan Bio-teknologi Maggot Black Soldier Flies ~ Badan Perencanaan Pembangunan
(BSF) di Kelurahan Padasuka Daerah

Agro-forestry di Bojong Jawa Kelurahan Cipageran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Kerjasama Penelitian Antara Bappeda Kota Cimahi ~ Badan Perencanaan Pembangunan
dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah

Provinsi Jawa Barat (BP2D)
Kompetisi Inovasi Antar SKPD dan Program Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
- Collective and Place Branding Baros (BIAF), Badan Perencanaan Pembangunan
. Cipageran (Sentra susu), dan Cireundeu Daerah
8 Kerjasama Kelitbangan dengan 5 (lima) kabupatendi  Badan Perencanaan Pembangunan
Provinsi Papua dan Maluku Utara Selama 5 tahun Daerah
H Portal Cimahi Smart City Dinas Komunikasi dan Informatika,
Kearsipan dan Perpustakaan
Monitoring Capaian SDGs Kota Cimahi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
KKN Kreatif (Tematik bersama FEB UNJANI) ' Badan Perencanaan Pembangunan
_ Daerah
H Pengembangan sentra keripik pedas Kota Cimahi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

£ SIMANDA Mobile Bagian Tata Usaha Setda



Sistem Pengukuran Kinerja Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
(1 PESDUK (Pesan Singkat Penduduk) Dinas Komunikasi dan Informatika,
Kearsipan dan Perpustakaan
LKA - KCTP (Layanan Konsultasi Animasi - Kawasan  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Cimahi Techno Park) Mikro, Kecil dan Menengah dan
Perindustrian
PENGKOLAN (Penilaian Kinerja Guru Onling) Dinas Pendidikan
SIPEDA (Sistem Pemantapan Daring) Dinas Pendidikan
19 Seleksi Terbuka Kepala Sekolah Negeri Dinas Pendidikan
SIPASOL (Sistem Pelaporan Aktifvitas Sekolah ) Dinas Pendidikan
SIPEMUDA (Sistem Pelayanan Mutasi Daring ) Dinas Pendidikan

“¥28 TANGAN TERSEMUTS (Pengelolaan Ketersediaan  Dinas Pendidikan
Mutasi Siswa)

5 MECING (Mulok mengedukasi Siswa Cimahi Dinas Pendidikan
tumbuhkan Inspirasi dan Nilai tambah Generasi

penerus bangsa)

AKSI PEKA PAUD (Aktualisasi Sikap Pelibatan Dinas Pendidikan
Keluarga Dalam Penguatan Karakter Anak Usia Dini

Pada Satdik PAUD)

| Kerjasasama dengan Labotarorium POLTEKES Dinas Kesehatan
KEMENKES untuk percepatan SWAB

Mobile Covid 19 Test Kota Cimahi Dinas Kesehatan
Kelurahan Siaga Sehat aman Covid-19(KSSC) Dinas Kesehatan
SIIDOLA Dinas Kesehatan
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VIl.  PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DIRAIH OLEH DAERAH KOTA CIMAHI

Dukungan yang diberikan Dewan perwakilan Rakyat Daerah beserta seluruh Warga masyarakat
Kota Cimahi untuk pembangunan Kota Cimahi diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Deerah Provinsi sehingga pada tahun 2020 Kota Cimahi memperoleh 9 (sembilan) penghargaan
tingkat nasional, berikut ini penghargaan yang di berikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kota Cimahi
diantaranya :

1) Paritrana award, Apresiasi ini diberikan Kepada Pemerintah Daerah dan Para Pelaku Usaha
yang Memiliki Komitmen, Serta Dukungan Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

2) Penghargaan Natamukti Nindya 2020, Apresiasi Kepada Kota dan Kabupaten yang berhasil
mendorong keberiangsungan umkm di daerah masing-masing, terutama di masa pandemi.

3) Silver Winner of Indonesia Tourism Award 2020, apresiasi atas berbagai kebijakan inovatif yang
dilakukan berbagai daerah di masa Covid-19 dari bidang pariwisata, perdagangan, investasi dan
perindustrian dan sebagai tindak lanjut 16 seri Government Round Table.

4) Penghargaan atas Opini WTP kategori 5 kali berturut-turut dari BPK RI.



9)

6)

7)

8)

9)

Peringkat 3 Kategori Kota Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif, apresiasi diberikan oleh
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN)
Republik Indonesia kepada Kota Cimahi sebagai Peringkat ke-3 Anugerah Pemerintah Daerah
Inovatif (APDI) sebagai rangkaian acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke-
25 Tahun 2020.

Penghargaan atas Opini WTP Kategori 5 Kali Berturut-turut dari Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.

Predikat Kota Sangat Inovatif pada Ajang Innovative Government Award 2020, penghargaan ini
atas upaya Kota Cimahi untuk mendorong tumbuhnya inovasi demi meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat, SNI 8152:2015 kepada Pasar Atas
Baru Cimahi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
(PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Kategori Kota Sedang, penghargaan ini
diberikan atas peran para Kepala Daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan
kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu memperbaiki kualitas
lingkungan hidup di daerahnya.




